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BAB III  
PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

3.1 Bidang Kerja 

Selama KP, praktikan memulai pekerjaan professional di BPK-RI. 

Praktikan diberi kesempatan untuk melakukan berbagai tugas di unit kerja 

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara. Sebelum memulai 

kegiatan, praktikan diberikan penjelasan tentang informasi dan jenis 

pekerjaan di BPK-RI, khususna di Biro Umum Subbagian Penatausahaan 

Barang Milik Negara.  

Sebelum memulai pekerjaan, praktikan menerima pengarahan dari 

pembimbing kerja terkait tugas yang akan dilakukan di tempat kerja. 

Arahan tersebut mencakup informasi mengenai berbagai laporan di Biro 

Umum Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara. Seperti, alur 

penerimaan BAST, Proses Penginputan BMN ke dalam aplikas SIMAN V2, 

dan Proses Inventarisasi Barang Milik Negara di unit kerja lain dan rumah 

dinas. Selain itu, praktikan juga diberikan arahan mengenai tata kelola 

dokumen hasil audit agar dapat disimpan dan dikelola dengan baik untuk 

keperluan tinjauan ulang jika terjadi kesalahan atau insiden pemeriksaan.  

 

3.2 Pelaksanaan Kerja  

Dalam pelaksanaan mata kuliah KP, Langkah pertama yang 

dilakukan oleh praktikan adalah mengajukan surat permohonan magang 

dan CV (Curiculum Vitae) kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dokumen 

tersebut disampaikan melalui email pribadi praktikan. Pada hari pertama 

pelaksanaan Kerja Professi, Praktikan tiba di kantor BPK pada pukul 07:00 

WIB untuk memulai kegiatan. Praktikan bertemu langsung dengan 

pembimbing KP yang menjabat sebagai Kasubag Penatausahaan Barang 

Milik Negara di Badan Pemeriksa Keuangan Pusat. 

Sebelum terlibat langsung dalam aktivitas Sub Bagian 

Penatausahaan Barang Milik Negara, praktikan terlebih dahulu 

diperkenalkan kepada staf dan karyawan di ruang kerja. Selain itu, 
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pembimbing kerja memberikan kepercayaan penuh kepada praktikan 

untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dikerjakan, dengan 

keyakinan bahwa praktikan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. Meskipun demikian, pembimbing kerja tetap mendampingi dan 

melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. 

3.2.1 Proses Pembuatan Surat Rekomendasi untuk Penginpuntan BMN dari 

Dokumen BAST 

Pada tugas rekonsiliasi BAST praktikan membantu melakukan 

pembuatan surat rekomendasi yang digunakan untuk kebutuhan 

penginputan BAST pada aplikasi SAKTI. 

  
Gambar 3. 1 Dokumen Berta Acara Serah Terima 

 

Dimana, praktikan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen 

BAST agar bisa membuat Surat Rekomendasi. Dimana praktikan harus 

memperhatikan transaksi yang terjadi sesuai dengan invoice yang 

diberikan vendor.   
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Gambar 3. 2 Dokumen Surat Rekom 

 

Di dalam proses ini, praktikan akan diminta untuk membuat Surat 

Rekomendasi dari dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima yang 

telah diberikan. Dimana praktikan harus memperhatikan informasi yang 

terdapat di dalam dokumen BAST seperti, tanggal pembelian, jenis 

pembelian, jumlah barang pembelian, harga satuan, total pembelian serta 

menentukan Kode Barang dan Nama Barang yang terdapat pada aplikasi 

SIMAN. Jika sudah selesai pembuatan surat rekomendasi, praktikan akan 

mengajukan Surat Rekom ke petugas verifikator dan Kepala Sub Bagian 

untuk di tanda tangani. Berikut gambaran proses rekonsiliasi berita acara 

serah terima menggunakan flowchart: 
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Tabel 3. 1 Flowchart Pembuatan Surat Rekomendasi Penginputan BMN 

 

3.2.2 Proses Penginputan Barang Milik Negara Ke dalam Aplikasi  

 
Tabel 3. 2 Flowchart Penginputan BMN ke dalam SIMAN 

 

Pada PP No. 27/2014 Terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/ 

Daerah, pengelolaan BMN/D yang semakin kompleks harus dikelola 



 

16 
 

secara optimal. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah pusat 

dan daerah untuk membeli atau memperoleh item yg dibeli atau 

memperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau 

dari perolehan lainnya yang sah secara tertib, tranparan, dan akuntabel. 

Untuk mendukung pengelolaan BMN yang terorganisir, terintegrasi, 

efisien, akuntabel, dan SIMAN negara harus diterapkan. Peraturan Menkeu 

menetapkan pedoman untuk pengguna SIMAN dalam pengelolaan BMN. 

  

Gambar 3. 3 Tampilan Menu login SIMAN 

 

Langkah awal yg dilakukan oleh praktikan dalam melaksanakan 

tugas ini adalah mengakses web SIMAN. Proses ini diawali dengan 

praktikan melakukan login ke dalam web SIMAN menggunakan nama 

pengguna dan kata sandi yang telah diberikan oleh Pembimbing Kerja.  
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Gambar 3. 4 Tampilan Menu Verifikasi SIMAN 

 

Setelah berhasil, praktikan dapat menjalankan tugas sesuai 

dengan yang diarahkan Pembimbing Kerja dengan mengakses menu 

Pindah BMN sebagai Langkah awal. 

 

Gambar 3. 5 Tampilan Menu Pindah Barang SIMAN 
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Selanjutnya, praktikan menentukan Bangunan/ Gedung/ Rumah 

Dinas yang akan di input Barang Milik Negara (BMN) - nya ke dalam sistem 

SIMAN untuk penatausahaan aset dengan melihat dokumen Daftar Barang 

Ruang (DBR). 

  

Gambar 3. 6 Tampilan Menu Lantai dan Ruangan SIMAN 

 

Setelah menentukan Bangunan/ Gedung/ Rumah Dinas, Langkah 

berikutnya yang dilakukan praktikan adalah memilih ‘Pilih Lantai’ dan 

menentukan ‘Ruangan’ yang akan di input BMN – nya sesuai dengan 

dokumen DBR.  
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Gambar 3. 7 Tampilan Menu Info Ruangan dan Scan QR SIMAN 

 
Didalam proses ini praktikan harus memperhatikan lantai dan 

ruangan secara benar, lalu praktikan membuka file kode QR yang telah 

diberikan mentor sehingga baru bisa dilakukan scan kode QR sesuai 

Barang Milik Negara yang akan di input di ruangan yang di tuju. 
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Gambar 3. 8 Tampilan Menu jika Berhasil Pemindahan Barang SIMAN 

 

Jika sudah melakukan scan QR dan berhasil akan muncul notifikasi 

seperti gambar diatas, yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara yang 

di scan sudah berhasil dilakukan penginputan ke dalam sistem.    

3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama kurang lebih 6 bulan, praktikan menemukan beberapa 

tantangan atau masalah yang praktikan hadapi. Diantaranya adalah : 

1. Terdapaat dokumen audit yang kurang lengkap dari masing-

masing entitas, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam 

mengerjakan pekerjaan bagi praktikan. 

2. Tidak tersedia nya fasilitas berupa komputer yang dapat 

praktikan gunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

diterima. 

3. Kurangnya fasilitas berupa kartu akses khusus yang diberikan 

oleh praktikan sebagai peserta magang, sehingga memerlukan 

bantuan dari satpam atau pegawai lain saat ingin masuk ke 

kantor atau mengantarkan dokumen ke unit kerja yg dituju. 
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3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Praktikan menemukan berbagai tantangan dan cara untuk 

mengatasi masalah, diantaranya sebagai berikut: 

1. Agar praktikan dapat lebih mudah menyelesaikan semua tugas 

yang diberikan oleh pembimbing kerja, praktikan harus 

membawa laptop pribadi. 

2. Upaya yang dilakukan praktikan ialah mengkonfirmasi kepada 

pembimbing kerja bahwa data yang diperlukan belum tersedia. 

3. Praktikan harus menukarkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada 

Petugas Satpam atau pembimbing kerja agar bisa menukarkan 

dengan Kartu Akses Sementara untuk praktikan gunakan 

sebagai tanda pengenal praktikan dalam melaksanakan Kerja 

Profesi. 

 

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi 

Selama menjalankan KP di Badan Pemeriksa Keuangan Pusat, 

praktikan memperoleh banyak pengelaman dan pembelajaran yang sudah 

dipelajari selama kuliah. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk 

mengetahui langsng pekerjaan dalam instansi pemerintahan, dan 

bersosialisasi di lingkungan yang baru. Dalam mengimplementasikan mata 

kuliah Kerja Profesi, praktikan dituntut untuk menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab, inisiatif, teliti, dan professional. Praktikan yang bekerja 

di Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara dapat mempelajari 

dasar audit yang dilakukan pemerintah secara langsung, dan melakukan 

inventarisasi BMN. Antara pelajaran dan pengetahuan yg diperoleh dari 

pekerjaan ini adalah sebagaii berikut : 

1. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai proses audit. 

2. Praktikan dapat melatih Kerjasama tim yang dimiliki, 

bertanggung jawab atas kegiatan pekerjaan, serta belajar 

berkomunikasi dengan orang baru. 

3. Praktikan dapat belajar adab dan sopan santun yang lebih 

tepat dan benar di tempat kerja. 

4. Praktikan menjadi lebih mengenal keadaan yang sebenarnya 

terjadi di suatu instansi atau dunia kerja. 
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5. Praktikan mempelajari dan memahami mengenai siklus 

pengadaan barang ataupun pencatatan barang milik negara 

yang ada di lingkup Badan Pemeriksa Keuangan Pusat, serta 

ikut terlibat dalam pencatatan barang milik negara di BPK. 

6. Praktikan juga mempelajari kinerja pegawai serta 

permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah di BPK, 

sekaligus memahami proses penulisan laporan audit secara 

langsung melalui yang disampaikan oleh Kepala Bagian 

ataupun Pembimbing kerja. 

 

3.5.1 Peratutan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 

2023 tentang “ Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan 

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara “ 

Pedoman yang digunakan oleh Kementerian dan lembaga dalam 

melaksanakan pengelolaan BMN terhadap pengendalian internal atas 

laporan keuangan didasarkan pada panduan yang diterbitkan oleh Menteri 

Keuangan terkait Perencanaan kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindah tanganan, Penatausahaan, Pemusnahan, Penghapusan, dan 

Inventarisasi. Pengguna pedoman ini secara tidak langsung menegaskan 

pentingnya panduan tersebut sebagai bentuk implementasi yang wajib 

diterapkan oleh seluruh satuan kerja di ruang lingkup BPK-RI. Pedoman ini 

disusun berdasarkan dasar hukum berikut :  

 

1. PP No.6/ 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. 

Disebutkan bahwa pengelolaan BMN/D yang semakin berkembang dan 

kompleks perlu diatur secara lebih optimal. Dalam Pasal 3, disebutkan 

bahwa pengelolaan BMN/D harus didasarkan pada asa fungsional, 

kepastian hukum, tranparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian 

nilai. 

2. PP No. 27/ 2014 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 

Daerah 

Sebagai Bendahara umum negara, Menteri Keuangan memiliki 

tanggung jawab untuk mengelola dan menetapkan pedoman terkait 

pengelolaan BMN. Menteri Keuangan juga bertugas untuk meninjau 
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dan menyetujui rencana kebutuhan BMN, menentukan status 

penguasaan dan pemanfaatan BMN, serta memberikan persetujuan 

terhadap usulan pemindahtanganan BMN. 

3. PP No. 28/ 2020 Pasal 16 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No. 27/ 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah  

Pengguna barang atau kuasa pengguna barang dapat diberikan 

wewnang oleh pengelola barang untuk menentukan status penggunaan 

BMN selain aset berupa tanah dan bangunan. Selain itu, gubemur, 

bupati, atau wali kota juga dapat memberikan otoritas kepada 

pengelolaan barang milik daerah untuk menetapkan status 

pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.. 

   

  


